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l , Pasal 18 ayar (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan 
dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berlman, 
bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta 
menguasaJ ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk 
mewujudkan masyarakat yang meju, adJl, makmur dan 
beradab; 

b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan 

nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud 
pacla huruf a guna mewujudkan nihu-nilai Jujur, peduli, 
mandirl, disiplin, kerja keras. beranl, tanggungjawab, dan adil 

perlu dilakukan kcgiatan Peayelenggaraan Pendidikan Anti 
Korupsi pada satuan pendidikan; 

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemturan Bupati 
tentaag Penyelenggama.n Pendidikaa Anti Korupsi pada Saruan 
Pendidikan; 

BUPATI DAIR[, 

DENOAN RAH MAT TlJHAN VANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATJ DAlRJ 

NOMOR 21 TAHUN 2020 

TENTANQ 

PENYELENOQARAAN PENDIDJKAN ANTI KORUPSJ 

PADA SATUAN PENDJDlKAN 

BUPATl DAlRJ 

PROVINS! SUMAiERA UTARA 

SAL.INAN 

Mengingat 

Menimbang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor l 40, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 200 l tentang Perubahan aw.s Undang-\Jndang Nomor 
31 Tabun 1999 tentang Pernberamasan Tindal< Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 lSO); 

5. Undang·Undang Nomor 20 Tahun 2003 rentang Sistem 
Pendklikan Nasional (1..embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Neg;u-a Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraruran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tam bah an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana. telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
reruang Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

1999 ientang 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraruran Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 4 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 
II Dairi dengan mcngubah Undang-UndangNomor 7 Drt. Tahun 
l956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di 
Provinsi Sumatera Utan'! [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851): 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9587), sebagaimana telah beberapa kali diu bah tera.khir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Peru bah an Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

I.Cntang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar 
Nasional Pcndidikan [Lernbaran Negara RepubUk Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan alas Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 

1.entang Standar Nasional Pendidikan [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7 J, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 541 OJ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pcndidikan Keagamaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 

10. Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 

11. Peraturan Pemerintab Nomor 17 Tahun 2010 rentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemeiintah Nomor 17 Tahun 2010 rernang Pengelolaan dan 
Pen:yelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 
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Menetapkan: P.ERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN PENDID!KAN 
ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN. 

MEMUTUSKAN: 

14. Peraturan Daerah Kabupaten D.un Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi 
[Lembaran Daerah Kabupaten Darri Tabun 2016 Nomor 7, 
Tambahan tembaran Daerah Kabupaten Dain Nomor 183), 
sebagairnana telab diubah dengan Peraturan Daerab 
Ka bu paten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Peru bahan alas 
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi 
[Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Dain Nomor 197); 

15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisa.s,, Togas dan Fu.ngsi serta Tata 
Ke,ja Pemngkat Daemh Kabupaten Dairi (Berita Daerah 
Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 

12. Peracuran Menteri PendJdikan dan Kebudayaan Nomor 79 

Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Bcrita 

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 1172); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daemh (Belita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 ten\ang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 
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Dalam Peraturan Bupati Dairi ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi. 

2. Pemerintah Daem.h adalah Bupati scbagai unsur penyelcnggara 
pemerin tahan daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan 
pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 Bupati adalah Bupab Dairi. 

4 Dinas Pendidikan yang selanjutnya drsebut Dinas adalah Dinas 

Pendidikan Kabupaten Dairi. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. 

6 Pendidikan adalah usaha sadar dan rerencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memlliki kekuatan spiritual kcagamaan, pcngendallan diri, 
kepribadian, keccrdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
dlperlukan dirinya, rnasyarakat, bangsa dan negara. 

7. Satuan pcndidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakao pendidikan pada jalur fonnaJ dan nonformal, 
meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah 
Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Bclajar Mandin IPKBM). 

8. Muatan lokal adalab bahan kajian atau mata pelajaran pada 
satuan pcndidikan yang berisi mua.tan dan proses pembelajaran 
tentang potensi dan keunikan lokal. 

9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat 
saruan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau 

masyarakat yang mengabdikan din dan diangkat untuk 
menunjang penyclenggaraan pcndidikan. 

Pasal 1 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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10. Jenjang Pendidikan adalah tahapw, pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Diclik, tujuan yang 

akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. 

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengacuran 

me:ngenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagal pedoman penyelenggaraan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidlkan tertentu. 

12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagal guru, 
dosen. konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, 

fasi.litator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhuausannya, 
serta berpartisipasi daJam menyelenggarakan pendiclikan. 

I 3. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya dislngkat TK adalah salah 
satu benruk saruan pendidikan anak usia dini pada jaJur 
pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan 
bagi anak berusia 4 [ernpat] tahun sampai dengan 6 (enam) 
iahun. 

14. Sckolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu 

benruk satuan pendidikan formal yang mcnyelcnggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 

IS. Sekolah Mcncngah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP 

adalah salah saru bentuk satuan pendidikan formal yang 
mcnyelenggarakan pendidikan um um pada jenjang pendidikan 
dasar sebagal lanjutan dari SD, Ml, atau bentuk lain yang 
sederajat atau lanjutan dari hasn belajar yang diakui sama atau 
setara SD atau ML 

16. Peserta Diclik adalah anak uela tertentu yang sedang mengikuti 
pendidikan pada saruan pendidikan TK. SD, SMP, dan PKBM 

sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. 

17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

J 8. Nllei-nilai karakter adaJah sikap dan perilaku yang didasarkan 
pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang 
mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian. aspek 
soslal, dan aspek llngkungan. 
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(I) Maksud penyelengga.ran Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan 

Pendidikan adalah unruk membentuk Peserta Didik yang 
benman. jujur, peduli, mandi:ri, distplin, kerja keras. beraru, 

tanggung jawab, dan adil serla mampu beradaptasi dengan 
lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekertl luhur. 

(2) Penyelenggaraan Pcndidikan Antl Korupsi bertujuan: 
a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada 

Tunan Yang Maha Esa; 
b. sebagal pecloman bagi Dlnas uruuk mewujudkan rnasyarakat 

yang cerdas serta berkarakter unggul melalur pelayanan yang 

prim a; 
c, sebagai pcdornan bagi guru dalam memberikan blmbingan 

dan pengasuhan yang merupakan bagian tldak terpisahkan 
dari proses pembelaja.ran terhadap Peserta Dldik di sekolah; 

d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, 

mandiri, peduli dan peka terha.dap lingku.ngan sekitarnya 
d.engan mengaplikasikan nllai-nilai kejujuran yang 
diperkenalka.n melalul proses pembelajaran di sekolah; 

e. menjadikan saruan pendidikan sebagai sarana pembentukan 
sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak 
terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat 
linggalnya; 

C. menjalin hubungan yang hannonis dan sinergis antara guru 
dan orangtua peserta didlk daJam mewujudkan crta-cita 

peodidikan dalarn arti ya.ng seluas-Iuasnya: 
g. menjalln hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas 

dengan Perangkat Daerah dalam memperlruat dan 
membangun karakter baik masyarakat daerah. 

Pasal 2 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

19. Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan 

di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelaiarannya 

bersumber dari Penanaman l'endidikan karakter. 
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(I) lntegrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada 
semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut: 

Pasal 5 

Penyelenggaraan Pendidlkan And Koru psi diintegrasikan pada 
semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan 
untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti 
korupsi. 

Pasal 4 

Bagjan Kesatu 

Umum 

BAB Ill 

PENYELENOOARAAN PENDi DI KAN ANTI KORU PSI 

e. sanksi; 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: 

a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi; 

b. penghargaan; 

c, pernbinaan dan pengawasa.n; 

d. pernbiayaan: 

Pasal3 

BABU 

RUANO LINOKlJP 
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a. memberikan sesuatu 
kepa.da. orang la.in sesuai 
dengan haknya: 

sesuai dengan haknya: 
b. tidak mengambil sesuaru 

yang bukan haknya. 

melakukan suatu 
tindakan. - - 3. hanya menerima a. menolak sesuaru 

sesuatu pemberian pemberian yang tidak 

rugas secara tepat waktu; 
d. terbiasa berlaku tidak 

mem.ihak kepada 
siapapun dalam 

melaksanakan 

sesuaru 
waktu; 

c. te.rbiasa 

tepat secara 

2. berlaku jujur, disiplin, I a. berani mengemukakan 
bertanggung ja\vab. sesuatu sesuai denga.n 
dan ad.ii dalam keadaan yang sebenamya; 
kehidupan sehari-hart b. rerbiasa mclakukan 

menghorman dan 
memenuhi hak orang 
lain 

4. 

eesuai dcngan yang 
menja.di haknya. 

I 

a. mengenal ciri-ciri perilaku 
korupsi yang perlu 
dihindari: 

b. terbiasa melakukan rugas 
seeara tepat waktu; 

c. menunjukkan contoh 
kasus pcnlaku koru psi 
yang cliketahui di rumah, 
di satuan pendidikan, dan 
di masyarakat; 

d. menunjukkan contoh 
kasus penlaku yang tidak 
mengandung unsur 
korupsi yang pemah 
dilakukan siswa. 

I. mengenal perilaku 
korupsi yang harus 
dihindari 

No. Nilai dan Perilaku 
Anti Korupsi 
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7. membudayakan 
perilaku anti korupsi 
di Ungkungan keluarga 
dan masyarakat 

a. menyebarluaskan gagasan 
dan kcinginan untuk 
menghindari perils ku 
korupsi: 

b. mcnunjukkan komitmen 
untuk menolak perilaku 
korupsi; 

c, monjadl teladan perilaku 
anti korupsi. 

terhadap perilaku korupsi; 
c. anti terhadap pecilaku 

korupsl. 

berpertlaku 
korupsi. 

anti korupst. anti anti 
6. memlliki kebanggaan b. bangga terhadap perilaku 

dan bermasyarakat 

dan bermasyarakat 
bemegara. 

5. a. mampu mengidentifikasi 
sebab-sebab yang 
mendorong timbulnya 
perilaku korupsi dalam 
kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara: 

b. mampu mengidentifikasi 
akibat yang ditimbuikan 
dari perilaku korupsi 
dalam kehidupan 
bermasyarakat dan 
bemegara; 

c. mampu mengemukakan 

mampu menganalisis 
sebab dan akibat dari 
pen1aku korupsi dalam 
kehidupan 

b. tidal< pemah membenl<an 
kepada orang lain sesuatu 
yang bukan rnenjadi 
haknya. 

bemegara. 

perlunya 
perilaku 

kehidupan 

alasan 
menghindari 
korupsi dalam 
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Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan 
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 
a. penyampaian Komltmen Anti Korupsl dalam Upacara 

dilaksanakan dengan cam membacakan naskah 
"Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara 
baik upacara setiap hari Senin, upacara sctiap tanggal 17, 
maupun upacara pada bari-bari besar naslonal yang 

dilakukan oleh salah satu slswa untu.k kemudian 
diti.rukan oleh semua peserta upacara: 

PasaJ 7 

Paragraf2 
Satuan Pendidikan 

Penerapan Pendidikan Anti Kon1psi sebagaimana dimaksud 
dalam Pnsal 5 dilaksanakan oleh: 

a. Satuan Pendidikan, 
b. Tenaga Pendidik, 
c, Peserta Didik, 

Pasa16 

Paragraf J 

Umum 

Bagian Ked ua 
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi 

(2) truegrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada 
semua mata pelajamn dan kegiatan pada Saruan Pendidikan 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 11 dilaksanakan melalui 
Kclompok Kerja Ouru (KKO)/Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran iMOMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sckolah (K3S). 
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Penerapan Pendiclikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik 
dilaksanakan dengan earn scbagai berikut; 

a. dibuar dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi 
scbagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 
b. membina dan mengasuh Peserta Dtdik agar berkarakter 

berdasarkan Ntlai dan Perilaku Anti Korupsi. 

Pasal 8 

Paragraf 3 
Tenaga Pendiclik 

b pengadaan Kas Sosial Kclas dilakukan melalui 
pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial 
Keiss dengan rujuan peserta didik dapat mengelola 
keuangan Kas Sosiat Kelas secarajujur, transparan. dan 

penuh tanggungjawab: 
c. pengadaan Pos Kehllangan dan Benda Tak Bertuan 

sebagai tempat penampungan benda-benda yang 
ditemukan oleh set:iap warga saruan pendidikan, untuk 
mewujudkan sikap jujur Lerhadap sesuatu benda yang 

ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara: 
I. warga satuan pendldikan yang merasa kehtlangan 

sesuaru setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk 

mencarl barang miliknya yang hilang; 
2. pengambilan barang yang hllang disertai dcngan 

menyc:butkan identit.as diri, ciri-ciri barang, warna 
barang. atau bentuk barang; 

d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti 
Korupsi, antara lain dunia usaha. organisasi masyarakar, 

dan instansi terkait; 
e. kegiatan lain yang dilaksanakan oteh satuan pendidikan 

dalam rangka mendukung Penclidikan Anti Korupsi, 
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( 1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan 
kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan 
Pendrdlkan, Oinas dapat membenlran penghargaan 

(2) Tata cara pembenan penghargaan sebegaimana 

dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Dinas. 

Pasal 10 

BABIV 
PENGHAROAAN 

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti 
korupsi sebagaunana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. 

Pasal 9 

Paragraf 4 

Peserta Didik 

c. memfasilitasi Peserta Didik meogenali Nilai dan prilaku 

Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan 

kemudian mengi.ngatkan /memotivasi Peserta Didik 
untuk bertindak sesual dcngan salah satu atau seluruh 
Nflal dan prilaku Anti Korup.,i selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung: 
d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendrdik: 

I. mereOeksik.an nilal dan prilaku anti korupsi yang rel ah 

atau tidak terlihat selama kegiatan pembetajaran 
berlangsung; 

2. mengunci dsn/atau menyimpulkan di akbir kegiatan 
pembelajaran dengan cara rnenjelaskan hal­ 

hal/karakler balk apa saja yang tclah 
narnpakj'terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan 
pcmbelajaran berlangsung. 
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Pasal 13 

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan 
Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

BAB VII 

SANKS! 

Pasal 12 
Pembiayaan Penyetenggaraan Pendidikan Anti Korupsi 

clibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah Kabupaten Dairi dan sumber lain yang sah serta 
tidak mengikat. 

BAB V1 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 
(11 Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi 

dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
dilakukan dengan cara: 
a. menyelenggarakan pelatihan Penclidikan Anti Korupsi; 

b. mengoordinasika.n pelaksanaan pendidikan anti 
korupsi dengan orang tua/wali Peserta Oidik melalui 
Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.. 

(3) Peagawasan Penyelenggaraan Pondidikan Antl Korupsi 
dilaksanakan oleb Kepala Olnas melalui 
Pengawas/ Peoilik Saruan Pcndidikan. 

(41 Hasll pembinaan clan pengawasan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (21 dan ayat (3) disampaikan oleh 

Kepala Dinas kepada Bapati. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
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RUOOL TAMBA, SH 
NIP.19701022 199803 I 006 

Salinan sesuai dcngan aslinya 
KE:PALA BAOIAN HUKUM, 

LE:ONARDUS SIHOTANG 

BE:RlTA DAERAH KABUPATEN DAIR! TAHUN 2020 NOMOR 21 

ud. 

Diundangkan di Sidtkalang 
pada tanggal 15 Juni 2020 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN DAJRI, 

E:DDY KE:LENG ATE: BERUTU 

ttd. 

Ditetapkan di Sidikalang 
pada tangg;,I 15 Juni 2020 

BUPATI DAJRI, 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati inl dengan penempatannya 
dalam Benta Daerah Kabupaten Dain. 

Pasal JS 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 14 
lntegrasi Pcnyelenggaraan Pendidikan Anll Korupsi pada 
sernua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara 

bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraruran Bupat! 
int diundangkan. 

BAB Vil! 
KETENTUAN PE:NUTUP 


